MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 31/Kpts-II/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN 

NOMOR  SK 121/KPTS-II/1984 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKAN 

HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang 
   : 
a. 
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 121/Kpts-II/1984 telah ditetapkan ketentuan mengenai pendelegasian wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehutanan; 

b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi instansi vertikal Departemen Kehutanan di Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Surat Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut butir a. 

Mengingat 
:    
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Departemen; 

5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 121/Kpts-II/1984 tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin PNS di lingkungan Departemen Kehutanan; 

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. 

Memperhatikan : 
1.
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri SIpil. 

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 23/SE/80 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

M E M U T U S K A N   : 

Menetapkan  
: 
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK 121/KPTS-II/1984 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENJATUHKKAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN 

  

Pasal I 

Merubah lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 121/Kpts-II/1984, sebagaimana terlampir.
Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di :
J  A  K  A  R  T  A

pada tanggal
: 5 Pebruari  2003 
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.            
MUHAMMAD PRAKOSA
Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BKN; 

4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 

5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara; 

6. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 

7. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 

8. Para Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan; 

9. Para Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan;  

10. Masing-masing yang bersangkutan. 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 31/Kpts-II/2003
Tanggal : 5 Pebruari 2003
	No.
	PEJABAT
	Jenis Hukuman Disiplin yg didelegasikan
	Terhadap
	Keterangan

	1
	Pejabat Struktural Eselon V
	Tegoran lisan
	Pegawai Negeri Sipil
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	2
	Pejabat Struktural Eselon IV
	1. Tegoran Lisan 
	1. Pejabat Struktural Eselon V; 

2. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	2. Tegoran Tertulis 
	1. Pejabat Struktural Eselon V; 

2. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
	1. Pejabat Struktural Eselon V; 

2. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	3
	Pejabat Struktural Eselon III(Kabag, Kasubdit, Ka Balai)
	1. Tegoran Lisan 
	1. Pejabat Struktural Eselon IV; 

2. Pejabat Struktural Eselon V; 

3. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	2. Tegoran Tertulis 
	1. Pejabat Struktural Eselon IV; 

2. Pejabat Struktural Eselon V; 

3. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
	1. Pejabat Struktural Eselon IV; 

2. Pejabat Struktural Eselon V; 

3. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 tahun 
	1. Pejabat Struktural Eselon IV; 

2. Pejabat Struktural Eselon V; 

3. PNS Lainnya 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	4
	Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekitjen, Sekbadan, Sekditjen, Direktur)
	1. Tegoran Lisan 
	Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	2. Tegoran Tertulis 
	Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
	Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	5. Penurunan Gaji Sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun 
	1. Pejabat Struktural Eselon III; 

2. Pejabat Struktural Eselon IV; 

3. Pejabat Struktural Eselon V; 

4. PNS Lainnya 

 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	6. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 tahun 
	1. Pejabat Struktural Eselon III; 

2. Pejabat Struktural Eselon IV; 

3. Pejabat Struktural Eselon V; 

4. PNS Lainnya 

 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	5
	Pejabat Struktural Eselon I (Dirjen/Irjen/Ka Badan)
	1. Tegoran Lisan 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	2. Tegoran Tertulis 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	5. Penurunan Gaji Sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara 

 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	
	
	6. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara 

 
	Dalam Unit Kerja Masing-masing

	6
	Sekretaris Jenderal
	1. Tegoran Lisan 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Setjen

	
	
	2. Tegoran Tertulis 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Setjen

	
	
	3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Setjen

	
	
	4. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara
	Dalam Unit Kerja Setjen

	
	
	5. Penurunan Gaji Sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara 

 
	Dalam Unit Kerja Setjen

	
	
	6. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 tahun 
	Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara 

 
	Dalam Unit Kerja Setjen

	
	
	7. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 1 tahun 
	1. Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional setara; 

2. Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat fungsional setara; 

3. Pejabat Struktural Eselon IV dan pejabat fungsional setara; 

4. Pejabat Struktural Eselon V dan pejabat fungsional setara; 

5. PNS Lainnya 
	Dalam lingkup Departemen Kehutanan

	
	
	8. Pembebasan dari jabatan 
	1. Pejabat Struktural Eselon III dan pejabat fungsional setara; 

2. Pejabat Struktural Eselon IV dan pejabat fungsional setara; 

3. Pejabat Struktural Eselon V 
	Dalam lingkup Departemen Kehutanan


MENTERI KEHUTANAN,
TTD.           
MUHAMMAD PRAKOSA
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